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ABSTRAK 

Peraturan daerah merupakan peraturan yang menduduki hierarki paling rendah dalam banyak serta 

memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit sebab diharuskan untuk sejalan dengan peraturan perundang 

undangan dengan kedudukan diatasnya . dalam ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah,peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang undangan, namun peraturan daerah 

memiliki muatan materi yang memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Studi ini ingin 

mengetahui bagaimana pengawasan terhadap produk peraturan daerah di Indonesia.persoalan tersebut 

dirinci lebih lanjut melalui sejumlah subtopik,seperti : l. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap 

produk peraturan daerah. 2. Bagaimana pengawasan terhadap produk peraturan daerah dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. 3. Apa saja muatan materi dalam peraturan daerah. 4. Bagaimana 

masalah-masalah dalam produk peraturan daerah terjadi. 
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Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

Undang- undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembatalan Perundangundangan. 
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